
 

 

 

 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 178/Kep.Bup/BKAD/2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 765/Kep.Bup/BKAD/2022  

TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN 

PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan kuasa 

pengguna anggaran pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan meninggal 

dunia. Untuk kelancaran dan tertibnya Administrasi Keuangan 

Daerah, maka terhadap Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat 

Nomor : 765/Kep.Bup/BKAD/2022 tentang Kuasa Pengguna 

Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 73/Kep.Bup/BKAD/2023 

tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 

765/Kep.Bup/BKAD/2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran 

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 perlu 

dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang    

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 

765/Kep.Bup/BKAD/2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran 

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di 
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Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);   

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 

5); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 

1); 

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 

Nomor 31); 

 

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  

Nomor : 050/724/Renkeu/IV/2023 Tanggal 3 April 2023 Perihal 

Usulan Perubahan Nama Kuasa Pengguna Anggaran dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata 

Pemerintahan Tahun Anggaran 2023.  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat 

Nomor : 765/Kep.Bup/BKAD/2022 tentang Kuasa Pengguna 

Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung 

Jabung Barat Nomor : 73/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Perubahan 

Atas Keputusan Bupati Nomor : 765/Kep.Bup/BKAD/2022 tentang 

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

Anggaran 2023 Pada Nomor urut 2 kolom 3 diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 3 April 2023 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

       ttd 

 

ANWAR SADAT 

 


